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““Kalimat tersebut bukan dikardng-karang, tidak I Kalimat tegas dicantumkan se-
bagai perintah kepada Hakim (Pejelasan pasal 27 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970). Ti-.
dak'ada %cesuhtan memahaminya, baik yang tersurat apalagi yang tersirat.:Sangat ber='
beda permaknaan peramram hukum yang berlakn'di negara ini dibandingkan dengan .
peraturan hukum di s negara sekuler, yang hanya mengandaikan pelaksanaaan hukum‘
secara harfiah "demi” Menegakkan KEPASTIAN HUKUM, i

- Kita patug ﬁerayukur di jadikan Pancasila sebagal sumber dari segala sumber hu~ |
kum. Sila pertama dasar putusan hakim, Hanya kalau boleh disebut SAYANG - vang:
disebut Pancasila apalagi ke Tuhanan Yang Maha Esa itu baru dalam ucapan BELUM -
dalam kenyataan. Mengapa? Pertanyaan yangtepat. Bukankah sudah 26 tahun perin-
tah 1tu dibebankan kepada Hakim? Mengapa diantara ulah hakim menetapkan putus-:
annya, seakan gersang dari semangat dan jiwa ‘Pancasila; dan sila pertamanya?

Sek;i'anya boleh mengemukakan alasan penyebab mohon dimaafkan, bila berbi-
cara tentang suatu masalah, sebutlah pembangunan dibidang ekonomi, masth segan
mengandalkan azas dasar dan filsafatnya kepada Pancasila. Sebutlah di antara contoh
vang Gi'tibutkan sementara pikak, dalam. rangka persaingan dagang manca negara,
kd'ngiam_emt harus di cipiakan. Setujn “Bila asasnya bukan yang di sebut Homo Econo-
micus ! Dengan pengorbanan sekecil-kecilnya memperoleh kéuntungan sebesar-besar-
nya (the survival of the fittest). Bukan'! Jauhkan'sikap usshawan demikian, Tegas
dan mantap dagamkaﬁ Pancasila, keadilan sosial untuk sehrub lapisan’ masyarakat -
Berdasar ini’ setuju konglomerat.”Konglomerat yang di Pancasilakan.

* Berhal sama dibidang hukum Sikap, adakan dahila peraturan hukum baru ber—
tindak dan ditindak pelanggar hukum ! Salahkah bila dikeluhkan, peraturan hukum
iidak 'in&sr’npu mengikutl péricembaman pembangunan? Mari melepaskan diri dari sikap
demikian. Pisind bukan hanya hukem yang ditegakkan juga KEADILAN, Undmg-Un-
dang kita sendiri telah tuntas - berpesan : '

- "bahwa dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertuhs, serta berada

“dalam masa pergolakan dan peralihan. Makim merupakan perumus dan pengga- :
1i nilai-nilai hukum” (Penjelasan pasal 27). :
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B wa}lb kjta memaharm penga%cuan pembuat Undang-Undang, perfama adanya_'
: hnﬁmm tidak termhs yang hanis memadl dasar putusan hakim? Tentang hukum ndak :
tertuhs bﬁkankah Sila kedua Pancasila smgkat tetapi tegas mencakup sefiap kE}adlan
harus didasarkan kepadanya. Atau gkanksh dibiarkan kering dan kerdil, sekedar

pajangan‘i Aczas ini berlaku bagi semua kegiatan hidup.

Kemanusiaan yang adil dan beradab ! Hulab sila kedua Pancasila, Sejauh mana.
'nndakan aparat penegak hukim daarahkan untuk memenuha sila kédua Pancasila, ,
‘baik dasi dan terhadap dirinys, demikian terhadsp "peleka” serta korban kekejian
- perbustanaya? Khusus yang menyangkut perkosaan sepanjang amatan sementara hari-

an, Kompas menurunkan tulisan : "Kasus Perkosaan yang gampang-gampang susah’e..

e _sg;ri:g_g_ambar yang sangat menyeniuh hati, bila dalam hati seseorang ada yang disebut

kemanusiaan vang adil dan beradab (7 = 1 — 1990), ia akan tersentuh dan tergugah.
Dipaparkan beberapa pendapat, demikian perbandingan kejadian di negara Paman
* Sain dan Indonesia. Bila di negara Paman Sam iftu perkosaan tetap merajzlela, walan
dijatuhi pidana mati - dikursi listrik, sedang di Indonssia sebaliknya, pemerkosa tidak
akansampai dihadapan regu tembak, karena ancam pidana tidak mengizinkan, anca-
. man pidana masih jauh dari memenuhi rasa keadilan. Sebenarnya bukan ini vang men-. ..
jadi titik perhatian, walaupun jangan diabaikan. Pokok pertama, bukan memberantag
semata, mencari pangkal penyebabnya. Pangkal penyebab itu sepanjang amatan, dx
antara sesama kita vang mengaku berfilsafat Pancasila naudzubiliah diantaranya, ac}a
yang telah merosot bukan sekedar-menjadi binatang, tetapi lebih rendah. Binatang
tidalk pernah memperkosa. Bila ada hasrat bersebadan adalah karena naluri, bukan
syahwat seperti manusia. Tidak pernah binatang "memperkosa” secara bersama. Walau
sebutlah‘binatang anjing, "musim” tiba pejantan berkerumun tidak vang di dorong
melampiaskan nafsy, jadi korban kebinatangannya. Tetapl manusia? Itulah yang mem-
buat sementara.orang tua, bila anak gadis remaja saat sudah kembali keromah - belum .
juga.tiba-jadi resah dan gelisah, bertanya-tanya : “Apa dan kemana?” Terlampau
banyak penvebab di luar rusmah sulit bagi orang tua, mengawasi anak. Banyak con-
toh diungkapkan. Anak ingusan, berangkat ke sekolah disergap. Alasan sudah tiga
bulan belum berkumpul dengan isterinya,

«Adapula anak remaja, setelah menikmati film yang membakar hawa nafsunya,
tidak dapat mengendalikan tingkah laku berbuat sesuatu vang keji dan kejam, tidak.
akan-dilakukan disebut-hewan. Pembunuhan didahulyi percobazn . perkosaan. Ada
pula kenyataan dalam rangka menghilangkan jejak perbuatan. Sebutlah perampok-
an, perkosa.dahulu.di antera keluarga wanita. Setelah itu kuras harta kekayaan. Bu-
daya malu yang masih kuat berakar, bagikeluarga korban memilih diam dari pada
melaporkan. Dua kejahatan tidak tercatat dalam statistik kepolisian. Oleh sebab itu
bijaksanalah pembuat undang-undang mencantumkan ketentuan, berapa perintah ke-
pada hakim. Bahwa ia dalammenegakkan hukum dan keadilan harus menempatkan
diri:sebagai perumus sekaligus sebagai penggali nilai-nilai hukum vang hidup dika-
iangan masyarakat, . :

“Thjuan dan sasaranya teniv-agaria buka hanya ulut fasal dari undang-undang.

yvang kemampuannya sekedar berkilah ; "Iiuiah pasal undang-undang. Saya diberi
kebebasan menetapkan pidana antara pidana terendah dan tertinggi. Tidak seorang,
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fj[f a man wu‘l begm wzth certanties, he whall-end m'doubis bz.t zf ise wzll be
sin with doubis,” will end in certamtzes G :

-(Franc:s Bacon}
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Penerbit : Yayasan Lembaga Bantnan Hukum Indonesia,
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Masih banyaknya masyarakat kita yang buta hukum merupakan hambatan yang
senus bagi terselanggaranya cita-cita negara hukum sebagazimana diamanatkan didalam
UUD 1945, Ketidakmengertian akan cara-cara mendapatkan dan mempertahankan
hak selaku warga negara adalah’ refleksx dari fenomenabuta hukum, “‘Terutama sekali
di kalangan masyarakat pedesaan dan keiompok masyarakat bawah, fenoména buta
hukum terasa kuat kehadiran seorang medidfor untuk memfasﬂ:tasa kepentmgan
hukum kelompok masyarakat tersebut, paralegal dalam hal ini; i

Secara harfiak,: paraiegai” adalah kosakata baru dalam duma hokum kita.
Namun demxklan dalam komeks fungsionalitas, pekerjaan semacam paralegal telah
lama dikenal’ masyarai\at kita: Pokrol bambu selama ini menjalankan apa vang dila-
kukan oleh paralegal, meskipun pekerjaan pokrol bambu lebih berkonotasi bisnis.
Lingkup kerja dan lingkup partisipan dari paralegal lebih luas d:bandmgkan dengari
pokroi bambu. Per definisi, paralegal dimaksudkan sebagai
. "Seorang yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, baik hukum secara
(formil) maupun hukum materil dan motivasi, sikap serta ketrampilan, sepert,
antara Jain : . melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok

_masyarakat’ yarig dxrug:kan menyadari fak- haknya, memfasilitasi . terbentuknya
organisasi rakyat sehingga mereka bisa menuntut dan memperjrangkan hak-hak
mereka, dan membanty pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan
J(gugatan/pembelaan)  serta- mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan

: Informasi lain y&ng relevan dengan kasus yang dihadapi,”

. (him. 1) =

Buku ini memberi contoh—comoh keiompok partlsxpan pekerja paraiegal

-yaitu: para pemuka masyarakat, pemuda desa, para pekerja sosial, niusan-utusan
dari kelompok-kelompok-masyarakat yang dirugikan seperti kelompok masyarakat
suku terasing, para pemimpin serikat buruh, pekerja medis, guru-guro sekolah dasar,



